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PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:
Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/31/111/2008 tertanggal 17
Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang

beralamat di Jalan Besar Sampali Gang Meranti, Dusun XIX, Desa
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Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun,
damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah
memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
a. XXX, laki-laki, lahir tanggal 08 September 2008;
b. XXX, laki-laki, lahir tanggal 27 Desember 2011,
c. Sakila Putri, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2016;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun setelah
menikah tepatnya sekitar bulan Maret 2012 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan:
a. Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi biaya
kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja dan memberikan
nafkah sesuka hatinya;
b. Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
C. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, hal
tersebut dilakukan Tergugat berulang kali dengan wanita yang
berbeda;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Tergugat sering berkata-
kata kasar, memaki yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2017 halmana
Penggugat dan Tergugat ribut besar disebabkan karena Penggugat sudah
tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk Tergugat yang sering berjudi.
Setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman karena diusir Tergugat.
Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi,
kini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Besar Sampali Gang Tawon No.
137, Dusun XIX, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Besar
Sampali Gang Meranti, Dusun XIX, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei
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Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan
putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXX)

terhadap Penggugat (XXX);

C. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum

yang berlaku;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis
Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim
bernama Drs. Ridwan Arifin, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi
menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan
secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 03 Januari 2022 tanpa perubahan;

Bahwa jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar

karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Nomor
XXX/31/111/2008 tanggal 17 Maret 2008, yang bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi
1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Pasar 8, Gg. Tawon, Desa Sampali,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada
tahun 2008 yang lalu di Kecamatan Labuhan Deli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Sampali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012
sudah mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat terus

menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat malas kerja, Tergugat sering main judi dan Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Nopember 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
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- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Pasar 7 Gg. Meranti, Dusun Xll, Desa
Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 12
tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012
sudah mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat terus

menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena maslah nafkah, Tergugat sering berjudi dan Tergugat

berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa saksi sering dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih
kurang 4 tahun lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan
menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat

dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini
harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan
Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat
pada tanggal 13 Maret 2008 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini,
dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (legal standing)
untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan
Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan
secara sah, atas panggian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama-sama

hadir menghadap ke persidangan secara in person ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh
mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat
tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah
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dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula
upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan
kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai
dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi
adalah Drs. Ridwan Arifin yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang
sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam,
dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-
sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai
kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh
mediator tanggal 10 Januari 2022, maka Majelis Hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun
2016;
Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk
Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran terutama sejak tahun 2012 mengakibatkan
rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan
Nopember 2017,

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah
memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun

keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil,
Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan

mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang
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menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat
menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang sama-sama berkepentingan dalam
perkara ini (legitima persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam
persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah
hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, menerangkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012, saksi
melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan
bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat sering main judi dan
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Nopember 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012, Penggugat dan
Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar, pihak keluarga sudah berusaha
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
sejak lebih kurang 4 tahun lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung
persesuaian satu sama lain (mutual conformity), relevan dan sejalan dengan
dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui,
dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan
mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka
berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-
saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis
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hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim
menemukan fakta sebagai berikut ;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2008 di Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi sejak tahun 2012, terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering main judi
danTergugat berselingkuh dengan wanita lain;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan

Nopember 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan
oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu
alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka
dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut
telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat
terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis
hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dan berlangsung secara terus menerus sejak tahun
2012 sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada
bulanNopember 2017,

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus
menerus, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi
keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi
dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam
kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah
pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga
dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah,
mawaddah wa rahmah) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur’an surat ar-rum ayat 21;
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Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat kurang lebih 4 tahun lamanya, dan tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada

lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat
21,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

ol ¥ 0 U 7 ) ol 1) 3 ) g2l cpn s o el o
el g 3 2l ol
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua’;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

aills uiolall ade 5lad lezg Lle azg )l aut, pas awbl 3]s

Artinya: “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )
berwenang( menjatuhkan talaknya suami”;
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Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak
disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri,
namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan
bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut
menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan mafsadat yang lebih besar,
sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang
dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari
kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan
yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa
yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan
dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai
dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, vyaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran,
perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan
perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga
tidak rukun dan harmonis lagi, sehinga tidak mungkin untuk disatukan kembali,

oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu
bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90
Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati
sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.
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Perincian Biaya:

Proses . Rp 50.000,00
Panggilan : Rp 600.000,00
PNBP : Rp 70.000,00

PBT . Rp 200.000,00
Meterai . Rp 10.000,00
Jumlah Rp 930.000,00

o R
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